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dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 selesai disusun.

Penyusunan LKjiP Tahun 2022 dimaksudkan sebagai media
pertanggungjawaban Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam
mencapai Tujuan Organisasi, dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten
Tanjung Jabung Barat yang telah ditetapkan. Selain itu juga, LKjIP ini merupakan
bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat
penilaian kinerja secara kuantitatif terhadap tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menuju terwujudnya Good Governance dan

sebagai wujud transparansi kepada masyarakat.

Dengan diterbitkannya LKjiP Tahun 2022, diharapkan dapat memberikan
informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan
kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Akhir kata, harapan kami LKjiP Tahun 2022 ini dapat menjadi media
untuk meningkatkan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat
di masa yang akan datang.

Kuala Tungkal, , Januari 2023

LA DINAS TENAGA KERJA
NJUNG JABUNG BARAT

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

|
|
|
¥
I\

A DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASL

Dasar hukum pembentukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung
Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Dalam menjalankan tugas dan
fungsinya telah ditetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 62 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 62), serta Peraturan Bupati
Tanjung Jabung Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelayanan
Teknis Balai Latihan Kerja.

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek strategis organisasi yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi aspek strategis internal dan eksternal,
adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja;

2. Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial;

3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah.

i hb“mmWn&amm

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

4 Baru memiliki 1 (satu) orang Instruktur Pelatihan pada UPTD BLK dengan Kejuruan

Komputer;

5. Belum adanya bangunan Waorkshop pelatihan di UPTD BLK;

6. Kurangnya Sarana dan Prasarana lainnya penunjang Pelatihan Berbasis
Kompetensi pada UPTD BLK;

7. Jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja;

8. Masih terjadi Missmatch (tenaga kerja yang tersedia tidak sesuai dengan
kebutuhan lapangan kerja);

9. Terbatasnya sumber daya aparatur yang berkualitas dalam menyelenggarakan
program-program ketenagakerjaan;

10. Belum optimalnya upaya pengawasan ketenagakerjaan, dikarenakan terbatasnya
fungsional pengawas di UPTD Wilayah [ Provinsi Jambi, sementara jumlah
perusahaan yang harus diawasi cukup banyak meliputi 5 (lima) Kabupaten/Kota;

11. Belum sinkronnya data ketenagakerjaan

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSL

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2016 Nomor 6), dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 21 Tahun
2018 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Balai Latihan Kerja,
menggambarkan tentang pembagian Tugas Pokok dan Fungsi. Sehingga setiap
Personil Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjab Barat dapat mengetahui tugas dan tanggung
; T Jawab masing-masing. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Tenaga
- nm Jabung Barat mempunyai fungsi:
immdmmmmmmhmdm
inan sosial;
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. 4 Pelaksanaan admirsstras dinas d bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja

dan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial dan
5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungunya
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung
Jabung Barst telah diatur di dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 62
Tahun 2016 terntang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja. dengan
1. KEPALA DINAS
Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan
kebijakan melaksanakan kebijakan. menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja. Dalam melaksanakan
tugas pokok. Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a Perumusan kebyakaan dibidang dithdang tenaga kerja;
b Pelaksansan kebjakan dibidang tenaga kenja,
¢ Pelaksanaan evaluaasi dan pelaporan dibidang tenaga kerja;
d Pelaksanaan admunistras: dinas ditvdang tenaga kerja. dan
¢ Pelaksanaan fungw lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
funguinya
2. SEXRETARIS
Selvwtars mempunys  tugas membenkan pelayanan teknis  dan
adinistras kepads sermua unit kena & ingkungan Dinas Tenaga Kerja Dalam
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perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;

d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

e Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

f Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan
fungsinya.

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
PROGRAM

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
mempunyai tugas pokok tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan
pelaporan program. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbagian

Perencanaan mempunyai fungsi:

a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan,
evaluasi dan pelaporan program;

b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan
penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan
anggaran dinas;

c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk
bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja dinas;

d. menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan evaluasi dan penilaian
kinerja dinas;

e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi
anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas
n-li
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melakukan urusan rumah tangga kepegawaian, keuangan, tata usaha,
pengelolaan  aset, kerjasama, humas, arsip dan dokumentasi serta
ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbagian Umum

dan Keuangan mempunyai fungsi:

Melakukan penyusunan rencana dan anggaran sub bagian umum dan

keuangan;

. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan

keuangan;
Melakukan urusan rencana kebutuhan, usulan pengembangan, tanda jasa,
kenaikan pangkat dan gaji berkala, cuti disiplin, evaluasi kinerja,

pemberhentian dan pensiun, serta kesejahteraan pegawai;

. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum

yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas,
penataan kearsipan dinas dan pengelolaan perlengkapan;

Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi
kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana
mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan
kesejahteraan pegawai;

Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan
yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, urusan
perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP serta

penyusunan laporan keuangan dinas;

g. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian,

keuangan, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan
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5. KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyal tugas
melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan,
pembinaan, pemberian rekomendasi, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di
bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja. Dalam melaksanakan tugas
pokok, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

» menyelenggarakan fungsi:

i a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja

: Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;

: b. penyiapan perumusan, petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan teknis,
fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyusunan sistem,
pembinaan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pemberian izin tenaga
kerja, pedoman penilaian, pembatasan penggunaan dan perizinan tenaga
kerja asing;

c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,

B pemantauan dan evaluasi perluasan lapangan kerja dan perluasan

kesempatan kerja perkotaan dan pedesaan;

k d. penyiapaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi,

| koordinasi, pemantauan dan evaluasi inventarisasi kebutuhan latihan,

pembinaan pencari kerja, menyiapkan standarisasi dan tes perizinan lembaga
latihan serta pemantauan lembaga pelatihan kerja produktifitas, pelaksanaan
pelatihan kerja dan penyaluran lulusan ke perusahaan dan organisasi yang
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Penempatan Tenaga Kerja mempunyai uraian tugas pekerjaan:

a melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Koordinator Penempatan
Tenaga Kerja,

b melakukan penyiapaan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis
sistem dan pedoman pembinaan tenaga kerja, pemberian izin tenaga kerja,
pedoman penilaian, pembatasan penggunaan dan perizinan tenaga kerja
asing,

¢ melakukan pengumpulan informasi dan mengolah data dalam rangka
pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing
(TKA) dan memberikan rekomendasi perizinan bagi perusahaan pengguna
tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah kabupaten Tanjung Jabung Barat;

d. melakukan pengumpulan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan serta
menyebarluaskan data dan informasi jabatan ketenagakerjaan:

e. melakukan penyiapan penyusunan sistem dan pedoman pembinaan bursa
kerja di lembaga pelatihan kerja dan lembaga pedidikan formal, pedoman
pengembangan sarana penyuluh dan bimbingan jabatan serta
menyelenggarakan pelatihan ketenagakerjaan pada perusahaan - perusahaan
dan pencari kerja;

{ melakukan penylapan pembinaan pelaksanaan informasi pasar kerja dan
bursa kerja serta menyajikan data angkatan kerja, kesempatan kerja dan
tingkat penganguran.

g melakukan pembinaan bimbingan analisa jabatan, menyiapakan konsep

" s
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kerja. Sub Koordinator Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai uraian tugas

pekerjaan:

a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Koordinator Perluasan
Kesempatan Kerja;

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan sistem dan bahan pedoman
pembinaan teknologi tepat guna di sektor pertanian dan non pertanian serta
perluasan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja perkotaan dan
kesempatan kerja pedesaan:

¢. melakukan bimbingan dan bantuan kepada masyarakat, lembaga-lembaga
swasta yang akan atau sedang melaksanakan usaha mandiri:

d. melakukan penyiapan bahan monitoring pelaksanaan teknologi tepat guna
dan menyebarluaskan data informasi teknologi tepat guna tenaga kerja
mandiri dan perluasan kesempatan kerja;

e. melakukan pemantaun, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan perluasan

kesempatan kerja secara berkala: dan
f melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan, terkait dengan tugasnya.

8. SUB KOORDINATOR PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

v Sub Koordinator Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai
tugas menyiapkan penyuluhan, bimbingan, penyelenggaraan pelatihan dan
kebutuhan pelatihan bagi pencari kerja lingkup Pelatihan dan Produktivitas
Tenaga Kerja. Sub Koordinator Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
mempunyai uraian tugas pekerjaan:

~ & melakukan penyusunan rencana dan anggaran Pelatihan dan Produktivitas
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mencakup jurmiah kuaitas okas San Bt e el e parg g

o melakukan Koordinas pelaksanasr pelstinar qare haisken ok BLEKLE
maupun MTU datam hal pendaftaran sieks pemanggien peseras s
menyalurkan luhusan ke perusahasr dan oTGannas jang membtuter

{ melskukan penyapan standersas dan pelsksanasn les den pensnen
lembaga latthan. dan

'wmbﬂmmMMMﬂwW

BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAN DAN JAMINAN SOSIAL

Bidang Hubungan Industrial dan Jamwnan Sosal berada di bawah dan
wmmw:mmwmwm
Jaminan Sosiadl mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebyaican,
fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang hubungan industrial
den jaminan sosial Kepala Bidang Hubungan Industnal dan Jaminan Sosial
menyeienggarakan fungs:
lmmwmwpdmmmmdmmw

dibidang hubungan industriasl dan jaminan sosial.

b perylapan perumusan dan pelsksanasn kebyakan fasiitass koordinas,
WMMMWMﬁ
m—ummmmpm-pm
pencatatan serikst pekena/senkat buruh pembinaan peringkatan sarana
hubungen industriel dan peryaratan kena pembinaan dan verifikasi
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mwwum seleksi, pemanggilan peserta serta
WW&M&D organisasi yang membutuhkan

f melakukan penyiapan standarisasi dan pelaksanaan tes dan perizinan
o MY lembaga latihan; dan

4 g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

9. BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAN DAN JAMINAN SOSIAL
Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Hubungan Industrial dan

Jaminan Sosial mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang hubungan industrial

dan jaminan sosial. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
menyelenggarakan fungsi

a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja
dibidang hubungan industriaal dan jaminan sosial;

b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi,
pemantauaan dan evaluasi pelaporan ketenagakerjaan, pendaftaran ijin
operasional perusahaan pemberi kerja, penyedia jasa tenaga kerja, verifikasi
pencatatan serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan peningkatan sarana

it m industrial dan persyaratan kerja, pembinaan dan verifikasi
m,mm(mmmmmmm
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10. SUB KOORDINATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA

Sub Koordinator Hubungan Industrial dan Syarat Kerja berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Sub Koordinator Hubungan
Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana,
fasilitasi, pembinaan dan verifikasi lingkup Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.
Sub Koordinator Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai uraian tugas
a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Koordinator Hubungan

Industrial dan Syarat Kerja;

b. melakukan fasilitasi pelaporan ketenagakerjaan, pendaftaran ijin operasional
perusahaan pemberi kerja, penyedia jasa tenaga kerja dan pembinaan
peningkatan sarana hubungan industrial dan persyaratan kerja;

c. melakukan pembinaan dan verifikasi pengesahan Peraturan Perusahaan (PP),
pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan, dan verifikasi
pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

d. melakukan pemaantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Hubungan
Industrial dan Syarat Kerja; dan

e melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

A,
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a . kepesertaan jaminan sosial di perusahaan
d. melakukan koordinasi dengan kelembagaan badan penyelenggara jaminan
;e sosial dan pemantauan evaluasi data kecelakaan kerja dan pelaksanaan fisik
kecelakaan
e melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengupahan dan
Jaminan sosial; dan
f melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
12. SUB KOORDINATOR KELEMBAGAAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
Sub Koordinator Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Sub

E Koordinator Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

; mempunya tugas melaakukan penyusunan rencana, fasilitasi kebijakan,

E-- pembinaan dan koordinasi lingkup Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial Sub Koordinator Kelembagaan dan Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai uraian tugas pekerjaan:

& melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Koordinator Kelembagaan
dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

b melakukan fasiitasi kebyakan penerapan kelembagaan dan penyelesaian
perselisihan hubungan industrial serta pembinaan kelembagaan perusahaan
dan permasalahan hubungan industrial di perusahaan:

:~r h-n- .np pegawai mediator dalam menyelesaikan
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13, KEPALA UPTD BLK
: UPTD Balai Latihan Kerja dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPTD mempuryal
tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan Kegiata Teknis Operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pelatihan kerja. Adapun uraian

tugas sebagai berikut:
i a. Melaksanakan perencanaan program, kegiatan dan anggaran UPTD Balai
L Latihan Kerja;
b. Melasanakan Perencanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana UPTD Balai
3 Latihan Kerja;

c¢. Melaksanakan Pemeliharaan Sarana dan Pasarana;

d. Melaksanakan pelatihan kerja, uji kompetensi tenaga kerja, sertifikasi dan
pelayanan konsultasi di Bidang Pelatihan Kerja serta pemberdayaan instruktur
dan tenaga pelatihan;

e. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan pelatihan kerja, uji
kompetensi tenaga kerja dan pelayanan konsultasi di bidang Pelatihan kerja

serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan

g. Melakanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup tugas.
E. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas Pokok dan Fungsi Dinas, maka telah disusun
Struktur Organisasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat
yang dapat dilihat pada bagan berikut ini:
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Sekretaris Dinas

'

Sub Bagian

Evaluasi dan

Perencanaan,

Pelaporan Program

Sub Bagian Umum
dan Keuangan

Kepala Bidang Pelatihan
dan Penempatan Tenaga

’ Sub Koordinator Penempatan
Tenaga Kena

‘ . Sub Koordinator Periuasan
Kesempatan Kena

Produktiviias Tenaga Kere

5

Kepala Bidang Hubungan
Industrial dan Jamsos

Sub Koordinator Hubungan
Industrial dan Syarat Kerja

Sub Koordinator Pengupahan dan ¢
Jaminan Sosial

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Kepala UPTD
BLK

Sub Koordinator Kelembagaan dan
Penyelesaian Perselisinan -—
Hubungan Industrial

Keberhasilan dalam tugas sangat tergantung pada Sumber Daya Manusia
Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut,

dan untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban

o " modern yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur
mm“WMﬂmcmmmMM
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Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus
ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada
bidang ketenagakerjaan.

Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman
yang berbasis IT sekarang ini, perlu didukung dengan etika yang baik serta
diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai agar mampu menjawab
segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa yang akan
datang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang ketenagakerjaan,
sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang
ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat per 31 Desember 2022
sebanyak 20 orang, dengan klarifikasi berdasarkan golongan, jabatan, serta

pendidikan sebagai berikut:

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan:
1) Eselon II B (Kepala Dinas) : 1 orang
2) Eselon III A (Sekretaris) : 1 orang

SIMHIBMM)
4) Eselon IV A (Kasubbag/Ka UPTD BLK)
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A RENCANA STRATEGIS.
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung
v Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Visi dan Misi pada Dokumen
| Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2021-2026, yaitu
1. Visi

. _‘.._‘ '.
L ol .

“Mewujudkan Tanjung Jabung Barat Berkah” (Berkualitas, Ekonomi
Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

2. Misi
Adapun Misi dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026,
1 dalam mencapai Visi sebagai berikut
: 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan
berahlak.
: ".:‘ 2) Mewyjudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokratis;
: 3) Perungkatan tata kelola pemenntahan yang baik untuk pelayanan publik;
4) Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi
kerakyatan.
5) Pemerataan pembangunan daerah dan Desa sampai ke Kota
h -.- Visi den Misi Kepala Daerah Dinas Tenaga Ketja
&-. Barat termasuk ke dalam Misi ke Satu yeltu

S
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k. ing i

untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan

Tujuan Awal (Tahun 2021) Tujuan Setelah Evaluasi Kemenpan RB
& Tim SAKIP (Tahun 2022)
Meningkatnya Produktitas tenaga kerja | Meningkatnya Produktitas tenaga kerja

untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan

4. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung

Jabung Barat telah menetapkan sasaran yang akan dicapai melalui kebehasilan dari

indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

Tujuan Awal (Tahun 2021)

Tujuan Setelah Evaluasi Kemenpan RB &
Tim SAKIP (Tahun 2022)

Meningkatnya Penempatan Tenaga
Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Meningkatnya Pelayanan Pelatihan dan
Penempatan Tenaga Kerja

Meningkatnya Perlindungan Tenaga
Kerja, Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3)

Meningkatnya Pembinaan Hubungan
Industrial

Meningkatnya Kinerja Pelayanan
Perangkat Daerah, Keuangan dan
Akuntabilitas Kinerja Perangkat
Daerah

Meningkatnya Kinerja Pelayanan
Perangkat Daerah dan Akuntabilitas
Kinerja Perangkat Daerah

5. Indikator

Setelah Pendampingan SAKIP Tahun 2022, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas

h Kerja m Tanjung Jabung Barat Sebagai berikut :

IKU Setelah Evaluasi Kemenpan RB &
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R ik " o Ty
et peserta BPJS Ketenagakerjaan)
perusahaan yang menjadi peserta | Persentase  Tenaga Kerja yang
program BP Jamsostek menjadi  peserta program  BP
Jamsostek

Besaran kasus hubungan industrial yang
diselesaikan dengan perjanjian bersama

Persentase kasus hubungan industrial
yang diselesaikan dengan perjanjian
bersama

Nilai SAKIP Disnaker

Indeks Kepuasan Masyarakat

6. Sasaran, Strategis, Kebijakan dan Program
Berdasarkan tujuan dan indikator tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan

sasaran strategis dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

yang dituangkan dalam 3 program seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut ini:

h

Sasaran Strategi Kebijakan Program
Meningkatnya Meningkatkan Menyusun Program
Pelayanan Persentase Tenaga | Perencanaan Perencanaan
Pelatihan dan kerja yang Tenaga Kerja Tenaga Kerja
Penempatan ditempatkan Makro dan Mikro
T Keri (dalamedansuar Memberikan Program Pelatihan
€naga Rerja negeri) melalui : 9
: pelatihan Kerja dan
mekanisme layanan . .
: berbasis Produktivitas
Antar Kerja . )
kompetensi Tenaga Kerja
sesuai pasar kerja
dan potensi lokal
Menyediakan
) Sarana dan
3 Prasarana
Pelatihan yang
T g lengkap dan
I berkualitas
g i1 A5 el T
" ;!*W
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Meningkatkan
Perluasan
Kesempatan
Kerja melalui
pelatihan
berbasis
kewirausahaan
sesuai potensi
lokal dan produk
unggulan daerah
dengan
melibatkan
Generasi
Millenial

Program
Penempatan
Tenaga Kerja

Meningkatkan
Penempatan
Tenaga Kerja
yang Bekualitas

Meningkatnya
Pembinaan
Hubungan
Industrial

Meningkatkan
jumlah perusahaan
yang menerapkan
tata kelola kerja

yang layak (PP, PKB,

LKS Bipartit,
Struktur skala upah
dan terdaftar
peserta BPJS
Ketenagakerjaan)

Meningkatkan
pembinaan
hubungan
industrial melalui
dialog sosial

Membuat
Peraturan Daerah
(PERDA)
Kepesertaan
Jamsos
Ketenagakerjaan

Meningkatkan
dan memperkuat
peran Lembaga
Kerjasama (LKS)
Tripartit

Meningkatkan
jumlah
St g

Program Hubungan
Industrial
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Pada tahun anggaran 2022, Rencana Kerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Tenjung Jabung Barat telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang
dituangkan dalam bentuk Program, Keglatan dan Sub kegiatan dalam Daftar
Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Sebagaimana telah diselaraskan dengan Perjanjian
Kinerja tahun 2022, dan telah menyesuaikan Indikator Kinerja dengan yang ada di
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagal berikut

ASN

Tabel 2
Rencana Kerja Tahun 2022
. Ne Sasaran Strategis Indikator Kinerja | Satuan Target
1 Penunjang Urusan Persentase pelayanan  Persen 100
~ Pemerintahan Daerah administrasi ‘ 1
_ Kabupaten/Kota perkantoran | 1 B
1.1 Perencanaan, Persentase kelengkapan @ Persen | 100
Penganggaran, dan dokumen perencanaan |
Evaluasi Kinerja \
Perangkat Daerah | ]
2. | Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian | Laporan 4 1
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar \ '
Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan |
Ikhtisar Realisasi Kinerja Laporan Hasil Koordinasi
SKPD Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1.2  Administrasi Keuangan | Jumlah pelayanan Bulan 12
' Perangkat Daerah administrasi keuangan
kantor
a. | Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang OB 20
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan
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et

Jumiah Paket Peralatan Bulan 12
dan Perlengkapan Kantor
Jumian Paket Bahan Bulan 12
Logistik Kantor yang
Disediakan
jumiah Paket Barang Bulan 12
| Cetakan dan
Penggandaan yang
Disediakan
& | Penyediaan Bahan Bacaan | Jumiah Dokumen Bahan Bulan 12
8 dan Peraturan Perundang- | Bacaan dan Peraturan
7 Undangan Perundang-Undangan
yang Disediakan
f | Penyelenggaraan Rapat Jumiah Laporan Bulan 12
& Koordinasi dan Konsultas: | Penyelenggaraan Rapat
| SKPD Koordinasi dan Konsultasi
. | SKP
15 | Penyediaan Barang Milik = Persentase Penyediaan Persen 100
& Daerah Penunjang Barang Milik Daerah
il Urusan Pemerintah |
Daerah |
b s | Pangadaen Persiatan dan | Jumiah Unit Peralatan dan Unit 9
E—ﬁ_ Mes:n (anrya | Mesin Lainnya yang
g | Disediakan
i b | Pengadaan Sarene dan Jumigh Urvt Sarana dan Unit 15
: Prasarans Gadung Kantor | Prasarana Gedung Kantor
; Penyediaan Jasa Persentase pelayanan
146 | Penunjang Urusan administrasi Persen 100
t Pemerintahan Daerah  perkantoran
Bulan
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1 Unit | 28 unat (17 unit
| | mesin jahit. 1
{ | unit projector/
;l ‘ | infokus, 1 unit
, ! ‘ | unit kamera dan
3 ' | Bunt laptop) |
J R TN Sa— — | |
~ Program Penempatan ?
‘ X !** 1
 Antarkerja di Daerah ;
5 - - Kabupater /Kol | - |
" M“m | Jumish tenaga kena yang Orang 350
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; | i
. - 1 |
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1 ‘ Jumlah Perusahaan yang Perusahaan 15
Perusahaan bag) Melaksanakan
Perusahaan Pengesahan Peraturan
Perusahaan yang Terkait
dengan Hubungan
Industrial dan Terdaftar di
WLKP Online
b. | Pendaftaran Perjanjian Jumlah Perusahaan yang | Perusahaan 15
Kerja Bersama bagi Menyusun Perjanjian Kerja
Perusahaan Bersama
¢ | Penyelenggaraan Jumlah Data dan Laporan 12
pendataan dan informasi | Informasi Sarana HI
sarana hubungan (PP/PKB, Struktur Skala
industrial dan jaminan Upah, dan LKS Bipartit)
sosial tenaga kerja serta dan Pekerja yang Terdaftar
pengupahan sebagai Peserta Jamsostek
serta Pengupahan
4.2 | Kegiatan Pencegahan Persen 68
dan Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja
dan Penutupan
Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota
a. | Penyelesaian Perselisihan | Jumlah Perkara 18 Perkara
Hubungan Industrial, Perselisihan yang
Mogok Kerja, dan Terselesaikan
Penutupan Perusahaan
yang
Berakibat/Berdampak
pada Kepentingan di 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
b. | Penyelenggaraan Jumlah Asosiasi Asosiasi dan 15
Verifikasi dan Rekapitulasi | Pengusaha dan Serikat  [Serikat Pekerja
 Keanggotaan pada Pekerja yang Diverifikasi
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K |
Tabel 3

Perjanjian Kinerja Tahun 2022
____Sasaran Strategis_ Indikator Kinerja Target
Meningkatnya Pelayanan Persentase Tenaga Kerja yang 80%
| 1| pelatihan dan Penempatan dilatih
’ Tenaga Kerja Persentase pencari kerja yang 35%
7 terdaftar yang ditempatkan
Meningkatanya Pembinaan Persentase perusahaan yang 78%
2. | Hubungan Industrial menerapkan tata kelola kerja
W yang layak (PP/PKB, LKS
o Bipartit, UMK, Struktur skala
upah dan terdaftar peserta
N BPJS Ketenagakerjaan)
1‘ s Persentase Tenaga Kerja yang 89%
i menjadi peserta program BP
! Jamsostek
E Persentase kasus hubungan 66%
industrial yang diselesaikan
dengan perjanjian bersama
ot Meningkatnya kinerja Nilai Evaluasi SAKIP 62,50
# 3. pelayanan Perangkat Daerah
% dan Akuntabilitas Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat 85,50
Perangkat Daerah
i
e Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada dasarnya merupakan komitmen Kepala

Perangkat Daerah untuk melaksanakan Program dan Kegiatan selama satu tahun

anggaran. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja perangkat daerah
- menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah.
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja atas Sasaran dan Program dilakukan dengan
membandingkan antara Rencana/Target dengan Realisasi dari setiap Indikator
Kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja diuraikan melalui formulir Pengukuran
Kinerja (PK) sebagaimana disajikan pada tabel 4 sebagaimana terlampir

Indikator Kinerja Sasaran dan Program sebagaimana telah diuraikan dalam
Bab II, meliputi:

s
B
i
l[

1. Persentase Tenaga Kerja yang dilatih, Persentase pencari kerja yang terdaftar
yang ditempatkan;

2. Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak
(PP/PKB, LKS Bipartit, UMK, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS
Ketenagakerjaan);

. : 3. Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta program BP Jamsostek;

4. Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian

Bersama;
A 5. Nilai Evaluasi SAKIP; dan
; % 6. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2022 merupakan bagian dari
penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

._ Tanjung Jabung Barat Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan
. tahun 2022 dan membandingkannya dengan target yang ciperjanjlan dalam
3 | ar mzm antara Kepala Diminq.hplm
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Tabel 4

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

m w Dalam Negeri Nomor B8 Tahun 2021 tentang Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tabel sebagai berikut:

' No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Realisasi
¥ 1. | Meningkatnya Pelayanan | Persentase Tenaga Kerja 80% 86,07%
i Pelatihan dan yang dilatih
' Penempatan Tenaga Kerja | Persentase pencari kerja 35% 39,1%
yang terdaftar yang
ditempatkan
2. | Meningkatanya Persentase perusahaan 78% 84,50%
Pembinaan Hubungan yang menerapkan tata
Industrial kelola kerja yang layak
(PP/PKB, LKS Bipartit, UMK,
Struktur skala upah dan
terdaftar peserta BPJS
Ketenagakerjaan)
Persentase Tenaga Kerja 89% 90%
yang menjadi peserta
program BP Jamsostek
Persentase kasus hubungan 66% 87,5%
industrial yang diselesaikan
dengan perjanjian bersama
3. | Meningkatnya kinerja Nilai Evaluasi SAKIP 62,50 73,56
| pelayanan Perangkat
\ Daerah dan Akuntabiltas | 11K KePuasan 8550 | 8430
B Kinerja Perangkat Daerah y
. B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

Berdasarkan pencapaian dari target dan realisasi yang telah ditetapkan pada
“ i “ maka dapat dijelaskan melalui analisis atas sasaran strategis dan
”W dicapai pada Tahun 2022. Adapun hasil penyusunan

=,

 disajikan pada tabel 5 dan 6 dibawah ini
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Tabel 5

Capalan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Realisasi | Persen
nin ‘ Persentase Tenaga Kerja 80% B6,07% | 107,58%
Pelayanan Pelatihan | yang dilatih
dan Penempatan Persentase pencari kerja | 35% 391% | 111,71%
Tenaga Kerja yang terdaftar yang
ditempatkan
Meningkatanya Persentase perusahaan 78% 84,50% | 108,33%
Pembinaan Hubungan | yang menerapkan tata
Industrial kelola kerja yang layak
(PP/PKB, LKS Bipartit,
UMK, Struktur skala
upah dan terdaftar
peserta BPJS
Ketenagakerjaan)
Persentase Tenaga Kerja 89% 90% 101,12%
yang menjadi peserta
program BP Jamsostek
Persentase kasus 66% 87,5% | 13257%
hubungan industrial
yang diselesaikan
dengan perjanjian
bersama
Meningkatnya kinerja | Nilai Evaluasi SAKIP 62,50 73,56 | 117,37%
pelayanan Perangkat | Indeks Kepuasan 85,50 84,30 98,59%
Daerah dan Masyarakat
Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah
Tabel 6

Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Satuan

Target

Realisasi

! . rig y
v, i ],
& i - LE

Indikator Kinerja

100

100
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| Adm : Bulan 12 12
a. | Penyediaan Gaji | Jumlah Orang yang OB 20 20
dan Tunjangan Menerima Gaji dan
ASN Tunjangan ASN
b. | Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil | Dokumen 12 12
Administrasi Penyediaan
Pelaksananaan Administrasi
Tugas ASN Pelaksanaan Tugas
ASN
1.3 | Administrasi Persentase APIP yang | Persen 100 100
Kepegawaian mengikuti Diklat/JFA
Perangkat dan Bimtek
Daerah
a. | Pengadaan Jumlah Paket Pakaian stel 51 51
Pakaian Dinas Dinas beserta Atribut
Beserta Atribut Kelengkapan
Kelengkapannya
14 | Administrasi Persentase pelayanan | Persen 100 100
Umum administrasi
Perangkat perkantoran
Daerah
a. | Penyediaan Jumlah Paket Bulan 12 12
Komponen Komponen Instalasi
Instalasi Listrik/Penerangan
Listrik/Peneranga | Bangunan Kantor yang
n Bangunan Disediakan
Kantor
b. | Penyediaan Jumlah Paket Peralatan Bulan 12 12
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Bulan 12 12
Persen 100 100
S T —
Jumlah Unit Peralatan unit 9 9
dan Mesin Lainnya
‘ yang Disediakan o
b. | Pengadaan Sarana | Jumlah Unit Sarana unit 15 15
dan Prasarana dan Prasarana Gedung
Gedung Kantor Kantor ]
Penyediaan Jasa | Persentase pelayanan
1.6 | Penunjang administrasi Persen 100 100
Urusan perkantoran
Pemerintahan
Daerah
a. | Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Bulan 12 12
Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
b. | Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Bulan 12 12
Komunikasi, Penyediaan Jasa
Sumber Daya Air | Komunikasi, Sumber
dan Listrik Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
¢ | Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan
Pelayanan Umum | Penyediaan Jasa Bulan 12 12
Kantor Pelayanan Umum
Kantor yang
Disediakan
Pemeliharaan Persentase pelayanan | Persen 100 100
mm sarana dan prasarana
| Penunjang
Urusan-
Pemerintahan
2 158 Unit 13 13
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L et

Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional atau | Unit 1 1
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya.
¢ | Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Unit 16 16
Peralatan dan Mesin Lainnya yang
Mesin Lainnya Dipelihara
d. | Pemeliharaan/Reha| jumlah peralatan Unit 1 1
bilitasi Gedung kantor yang dilakukan
Kantor dan pemeliharaan rutin
Bangunan Lainnya
2 | Program 1.Persentase tenaga
Pelatihan Kerja | kerja lulus pelatihan
dan (bersertifikat)
Produktivitas 2. Persentase tenaga
kerja lulus pelatihan
Tenagakera | persertifikat
kompetensi
2.1 | Kegiatan Jumlah pencari kerja
b Pelaksanaan yang mendapatkan
' Pelatihan pelatihan
P berdasarkan Unit
- Kompetensi
a. | Proses Jumlah pencari kerja Orang 40 144 Orang
Pelaksanaan yang mendapatkan
Pendidikan dan pelatihan berbasis Terdiri dari 40 Terdiri dari
Pelatihan kompetensi orang pelatihan | 40 orang
Keterampilan bagi sumber dana pelatihan
Pencari Kerja APBD, yaitu : sumber dana
berdasarkan 1.Pelatihan APBD, yaitu :
Klaster Menjahit 1.Pelatihan
Kompetensi (Asisten Menjahit
Pembuat (Asisten
Pakaian Pembuat
sebanyak 20 Pakaian
orang (10 sebanyak
orang di Desa | 20 orang

Suak Labu

orang di Desa | Kec
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Pelatihan Kena

Unit

28 unit (17 unit
mesin jahit, 1
unit projector/
infokus, 1 unit
sound system, 1
unit kamera dan
8 unit laptop)
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Persen 78% 78%

Persen 42 42
Pengesahan Jumlah Peraturan Perusahaan 15 15
Peraturan Perusahaan yang
Perusahaan bagi | disahkan
Perusahaan
Pendaftaran Jumlah Perjanjian Kerja |Perusahaan 15 14
Perjanjian Kerja Bersama yang
Bersama bagi didaftarkan
Perusahaan
Penyelenggaraan | Tersedianya data laporan 12 12
pendataan dan perusahaan melalui
informasi sarana | sosialisasi yang
hubungan mengikutsertakan
industrial dan pekerja dalam sistem
Jaminan sosial jaminan sosial tenaga
tenaga kerja serta | kerja
pengupahan
Kegiatan Persen 68 68
Pencegahan dan
Penyelesaian
Perselisihan
Hubungan
Industrial,

g 13 5
i -_‘) R f;.‘ | . _|’ i :
= v
B L
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Tersedianya Data Valid | Asosiasi 15 15
Oranisas! Pengusaha  [dan Serikat
dan Keanggotan SP/SB | Pekerja
Serikat
Pekerja/Serikat
Buruh serta Non
Afiliasi
c. | Pelaksanaan Jumlah pertemuan Lembaga 1
Operasional pelaksanaan Rapat LKS
Lembaga Tripartit
Kerjasama
Tripartit Daerah
Kabupaten/Kota
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya
Indikator Kinerja Target Realiasasi Capaian %
2021 2022 2021 2022 2021 2022
Persentase Tenaga Kerja
| dilatih 78% 80% 7912% | 86,07% | 101,4% | 107,58%
Persentase pencari kerja
yang terdaftar yang 342% 35% 35% | 50,26% | 102,3% 143%

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

21 Persentase Tenaga Kerja Kerja yang Dilatih

Pada tahun 2021, target Persentase Tenaga Kena yang dilatih sebesar 78%.
Realisasi sebesar 79.12%. melebihi target yang telah ditetapkan dengan
persentase capalan kinerja sebesar 1014% Pada Tahun 2022 target Persentase
Tenaga Ketja yang dilatih sebesar 80% Realisasi sebesar 86,07%. melebih target
yang telah ditetapkan, dengan persentase capaian kinerja sebesar 107.58%

Pada tahun 2021, jumiah peserta yang dilath sebanyak 144 orang dan
jumiah peserta mendaftar sebanyak 182 orang Pelatihan tersebut bersumber dari
Dana APBN (BPVP Padang) Kerjasama Pelatihan Migas dengan PPSDM
Kementerian ESDM Rl dan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat
B Pada Tahun 2022, jumiah peserta yang dilatih sebanyak 144 orang dan
B jumlah peserta mendaftar sebanyak 165 orang. Pelatihan tersebut bersumber dari
R Dana APBN (BPVP Padang), Kerjasama Pelatihan Migas dengan PPSDM
i; Kementerian ESDM Rl dan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
g

-5y 2021 144 orang 182 orang 79,12%

2022 144 orang 165 orang 86,07%

I 2.2 Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
s mmml,mmnhﬂahkdmmmaso
ﬂ*“WMWnMIWMMm

i
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2021

80 Perusahaan

106 Perusahaan

“ UMK, Struktur ” upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

Pada Tahun 2021, jumiah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja
yang layak sebanyak 80 perusahaan dari total 106 perusahaan. Tahun 2022,
jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sebanyak 121
perusahaan dari total 144 perusahaan.

7547%

2022

121 Perusahaan

144 Perusahaan

84,50%

2.4 Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta program BP Jamsostek

Pada Tahun 2021, jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta program BP
; Jamsostek sebanyak 9.238 pekerja dari total 10.280 pekerja. Tahun 2022, jumlah
E tenaga kerja yang menjadi peserta program BP Jamsostek sebanyak 13.974
pekerja dari total 15.506 pekerja.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

el W

' Tahun 2022, jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan
m Perjanjian Bersama sebanyak 7 Perkara/Kasus dari Total 8 Perkara/Kasus
yang dilaporkan. 1 Perkara/Kasus diselesaikan dengan Anjuran dari Mediator
Hubungan Industrial.

2021 21 Perkara/Kasus 25 Perkara/Kasus 84%

2022 7 Perkara/Kasus 8 Perkara/Kasus 87,5%

2.6 Nilai Evaluasi SAKIP

Tahun 2021, nilai evaluasi SAKIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung
Jabung Barat sebesar 62,10 dengan Kategori B. Pada Tahun 2021, nilai evaluasi

SAKIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung meningkat menjadi 73,56
dengan Kategori BB.

2.7 Indeks Kepuasan Masyarakat

e R A —

Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun

L 2022 sebesar 84,30 dengan kategori Baik. IKM merupakan Indikator Kinerja
i tambahan pada saat dilakukan Pendampingan SAKIP bersama Asisten Deputi
E\ Kemenpan RB pada tanggal 29 s/d 30 Juli 2022 di Jakarta. Survey IKM

menggunakan link Google Form yang dikoordinir oleh Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Capaian nilai IKM Tahun
2022 ini sedikit dibawah target sebesar 85,50. Pada Tahun 2021, nilai IKM
belum masuk dalam Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjab Barat.
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~ fmmm Padang dan Kerjasama Pelatihan Migas dengan
PPSDM Migas, Kementerian ESDM di Blora Cepu. Sehingga total

peserta/masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mendapat pelatihan
di Tahun 2022 mencapai 144 orang.

3.2 Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
Jumlah Tenaga Kerja Lokal yang ditempatkan pada Tahun 2022 berjumlah
391 orang dari target 350 Orang. Jika dijumlahkan antara Penempatan Tenaga
Kerja Lokal dan Antar Daerah, maka jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di
Tahun 2022 berjumlah 561 orang, dari total 1.116 Pencari Kerja yang terdaftar.
Persentase penempatan tenaga kerja sebesar 50,26%. Realisasi kinerja yang
lebih tinggi dari target ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung

‘
;
&
|

|

Barat, melalui Dinas Tenaga Kerja telah memiliki dan menjalankan Peraturan
Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang

Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal. Yang kemudian diatur

lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun

.t 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan
E Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga
8 Kerja Lokal dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 63 Tahun 2018
% ; Tentang Peran Serta Perusahaan dalam Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga
i Kerja Lokal.

el Selain itu, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga telah
%: - melakukan Kesepakatan Bersama/Memorandum of Understanding (MoU) dan

R Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
TR dengan 21 Perusahaan di Wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat.
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| Emguamar Pempnasn MUBUNGS” INGUSINA Teiaiu kegiatan keguatan Inovas:
berups Diog Sosa Dwntararwa Keguatar Two Days Coffee dan Famamght
Cofee & Tahun 2027 Selwn tu Dwnas Tenaga Kena juga melaksanakan
mgaten Sosaisas Sepert Bembingan Penyusunan Peraturan Perusahaan (PP}
Pegrpar  Kena Bersama  (PXB) dan  Verfias Kepesertaan  Senkat
PeeriaSerkat Burur (SP/SB)

34 Farsentase Terage Kena yang meryach peserta program BP Jamsostek
Asviah epeseriaan tenags kena dalam program BP Jamsostek semalon
meningkat Dar 9238 Pekens d Tahun 202) menyadi 13 974 Pekena & Tahun
2022 Perengtan v diarenaskan semaion intensifnya Dinas Tenaga Kenja
Cabupaten Targung labung Barat dalam melaskukan pendataan Disamping itu,
| Pemenntsh Cabupaten Taryung Jabung Barat melaiui Dinas Tenaga Kena telah
| Menyusun MNaskah Akadermsk Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA)
Tentang Pelskaaraen Jamenan Sosal Terwga Kena Kabupaten Tanyung Jabung
B Tahun Anggaman 2022 dengan Surst Keputusan Bupati Taryung Jabung
Bere Nomar 381 /Xep Bup/MNaker 2022

15 Aersertase Cass Mubungan Industrad Yang Duelesadkan Dengan Perjangian
beriar-a PE

TP

Jamta Noramirstran Hutungaen industnal & Tahun 2022 menurun secars
&3 v iaa Sdwrdrgaer Tanue S0 suman Penecuten Hubungen Industral
i @ Whun 200Y stienyat 2% CanaSears wdanghan & Tahun 2022 sebanyek
. § GnnMaviars Toghst s nad wtee 68 %
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Industrial melalui mekanisme PB dan Bipartit dapat ditingkatkan.

3.6 Nilai Evaluasi SAKIP

Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung
Tahun 2022 sebesar 73,56 dengan Kategori BB. Nilai ini meningkat jika
dibandingkan nilai Tahun 2021 sebesar 62,10 dengan Kategori B. Hal ini
dikarenakan Dinas Tenaga Kerja telah melakukan perbaikan dan peningkatan

kinerja Aparatur untuk meningkatkan kinerja Organisasi.

3.7 Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2022 sebesar 84,30 dengan kategori Baik. IKM merupakan Indikator Kinerja
tambahan pada saat dilakukan Pendampingan SAKIP bersama Asisten Deputi
Kemenpan RB pada tanggal 29 s/d 30 Juli 2022 di Jakarta. Survey IKM
menggunakan link Google Form yang dikoordinir oleh Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Capaian nilai IKM Tahun
2022 ini sedikit dibawah target sebesar 85,50. Pada Tahun 2021, nilai IKM
belum masuk dalam Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung
Jabung Barat.
Data hasil survei IKM yang kami dapatkan dari Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebanyak 61 responden
yang mengisi formulir survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap

pelayanan publik di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Setelah data tersebut kami telaah kembali, terdapat 5 responden yang

wmymm secara spesifik jenis layanan yang diterima dan 3 responden

-.mmmm tidak relevan dengan layanan pada Dinas
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T R

.
4

© perhitungan il (KM Tahun 2022
Disamping itu, untuk pelaksanaan Survel KM berlkutnya, kami harap

surveyor dapat melibatkan OPD-OPD terkait secara aktif untuk mengolah data
hasil survel tersebut dan juga melibatkan responden yang lebih banyak lagi

34,2%

35%

40%

41%

| 42%

43%

4. Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 Sesual Target Jangka Menengah
Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sesual Target Jangka Menengah
sebagaimana tabel dibawah ini:

Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

(PP/PKB, LKS Bipartit,
dan terdaftar peserta BPJS

87%

89%

92%

94%

95%

83,02%

85%

89%

89,50%

89,75%

89 86%

90,11%

82%

85,50%

86%

87.25%

89,25%

87.50%

62,10

75

62.10

87

87,50
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dibandingkan Standar Nasional Tahun 2022
_ dilatih 60% 86,07%
Persentase pencari kerja yang terdaftar yang % 50.26%
_ditempatkan
Persentase perusahaan yang menerapkan tata
kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, UMK, 50% 84.02%
Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS '
)
b Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta
k | program BP Jamsostek o it
E Persentase kasus hubungan industrial yang 50% 87 50%
E diselesaikan dengan perjanjian bersama '
i Nilai SAKIP Disnaker 70 (BB) 73,56 (BB)
76,60-88,30 )
Indeks Kepuasan Masyarakat (Baik) 84,30 (Baik)

6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program/Kegiatan yang Menunjang
Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja
Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana dan Program Kerja adalah
kompaonen yang menunjang terlaksananya pencapaian perjanjian kerja yang telah
ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun
Fe 2022

— g

Jumiah Sumber Daya Aparatur yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Tanjung Jabung Barat sebanyak 20 Orang. Dar segi efisiensi Sumber Daya yang ada,
rasanya tidak ada yang periu diefisiensikan, karena dukungan Sumber Daya yang
-h%-;w-dnmmmmw
priontas dan penunang Program dan
. e "' :‘*‘ﬁﬁ-‘ g
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- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari
- Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
2) Program Penempatan Tenaga Kerja
a. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja
- pelayanan antar kerja
1 - Perluasan Kesempatan Kerja
E" b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
7 - Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja Online
3) Program Hubungan Industrial
a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian

Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota

- Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
- Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan

- Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial
dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan
b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,
Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
J - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan
{ mmMm&ihMmmkpaduKapomingmd
- 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
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Realisasi Kinerja SKPD

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan Administrasi Pelaksananaan Tugas ASN

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

N m Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
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7. Realisasi Anggaran

Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk
mencapai Sasaran yang telah ditetapkan, dibiayai melalui Daftar Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tenaga Kerja

e =
s v ON ) L
. i W=

Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bersumber dari APBD Pemerintah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rincian jumlah Anggaran dan Realisasi

Penggunaan Dana Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

2.07.01 Program Penunjang Urusan 4.344.772.846 | 4.072.379.585
PemerintahanDaerah
Kabupaten/Kota
2.07.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, 87.650.000 87.650.000 100
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
2.07.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan 87.650.000 87.650.000 100
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.07.01.2.02 Twlhn Administrasi 2.944.754.462 | 2.703.109.256 | 91,79
Keuangan Perangkat Daerah
2.07.0120201 | Penyediaan Gaji dan 2.814.194 462 2.573299.256 | 91,79
Tunjangan ASN
2.07.0120202 | Penyediaan Administrasi 130.560.000 129.810.000 | 9943
Pelaksanaan Tugas ASN
2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian 20.400.000 20.400.000 100
Perangkat Daerah
2.07.01.20502 | Pengadaan Pakaian Dinas 20.400.000 20.400.000 100
Beserta Atribut Kelengkapannya
2.07.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum 520.188.384 517.685.015 100
2.07.01.20601 | Penyedia Komponen Instalasi 4.596.176 4.588.200 | 99,52
¥ Kantor
B 2070120602 Peralatan dan 73.132.772 72.985.899 100
E
B 207.01.20604 Logistik Kantor 13.590.000 13.590.000 100
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WWW 2000000 2.000.000 | 100
M20802 || Jasa 91800000 72404 545 | 7887
komunikasi surmber daya air dan
207.0120804 | Penyediaan jasa peiayanan 155000000 |  155.000.000 | 100
: umum kantor
2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang 369.980.000 362.250.769 | 97,91
Milik Daerah Penunja
Urusan Pemerintahan Daerah
2.07.01.209.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 120.465.000 113.778670 | 94,45
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.07.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 72435000 71417.820 | 98,60
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
2.07.01.2.09.06 | Pemeliharaan peralatan dan 10.880.000 10.880.000 100
mesin lainnya
2.07.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi 166.200.000 166.174.279 100
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
2.07.03 Program Pelatihan Kerja 512.433.088 497.461.651 | 97,08
dan ProduktivitasTenaga
Kerja
2.07.03.2.01 iatan Pelaksanaan 512.433.088 497.461.651 | 97,08
han berdsarkan Unit
Kom
2.07.03.2.01.01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan 317.617.201 306.471.651 | 96,49
dan Pelatihan Keterampilan bagi
Pencari Kerja berdasarkan
Klaster Kompetensi
2.07.03.2.01.03 | Pengadaan Sarana Pelatihan 194.815.887 190.990.000 | 98,04
Kerja Kabupaten/Kota
2.07.04 Program Penempatan Tenaga 593.954.534 592.743.600 100
Kerja
2.07.04.2.01 Kegiatan Pelayanan Antarkerja 391.082.964 390.539.500 100
108.980.000 108.914.500 100
40.000.000 39.765.000 | 9941
an Kerja 242102964 |  241.860000 | 100 |
n 202.871.570 |  202.204.100 | 100
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67232.447

60209.875

63.010.000

61.050.000

B &

114371307

207.05.202.02

K ingan di 1 (satu) Daerah
zzﬁmuma

36.930.000

33.410.000

2047

2.07.05.2.02.03

Penyelenggaraan Verifikasi dan
Rekapitulasi Keanggotaan pada
Organisasi Pengusaha, Federasi
dan Konfederasi Serikat
Pekerja/Serikat Buruh serta Non
Afiliasi

45.381.307

38.980.000

85,89

2.07.052.02.04

Pelaksanaan Operasional
Lembaga Kerjasama Tripartit
Daerah Kabupaten/Kota

32.060.000

23.680.000

73,86

TOTAL

5.758.662.127

5.435.764.862

94,39
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BAB IV
PENUTUP

elama tahun 2022, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah
melaksanakan tugas dan fungsinya semaksimal mungkin, terutama dalam
merealisasikan target yang telah ditetapkan dengan didukung anggaran atau
pembiayaan yang cukup.

Ketercapaian target yang terealisasi tidak terlepas dari adanya dukungan

" manajemen Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selalu
| melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang diembannya dengan penuh tanggung
Jjawab.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Tahun 2022 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,
sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2022.

p — T
i v

KEPALA DINAS FENAGA KERJA
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